WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR M TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
pembangunan di daerah;

bahwa untuk mengakomodir tanggung jawab dan
urusan jasa kontruksi yang semakin berkembang dan
komplek serta untuk tersedianya urusan jasa
kontruksi secara terstruktur pada bagan organisasi
dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab dan
urusan jasa kontruksi, maka Peraturan Wali Kota
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu diubah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota
Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6978);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023
Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
sekretariat;
bidang sumber daya air;
bidang bina marga;
bidang cipta karya;
bidang tata ruang dan bina kontruksi; dan
UPTD.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a membawahi:

a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan.

(4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada sekretaris.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh kepala
bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e terdapat
kelompok jabatan fungsional dan /atau pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada pejabat administrator.

(8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g
dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bidang cipta karya mempunyai tugas mengelola
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah
urusan keciptakaryaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bidang cipta karya menyelenggarakan

-

fungsi:
a. melaksanakan  penyelenggaraan  infrastruktur
permukiman, bangunan gedung, penataan

bangunan gedung, pengelolaan dan pengembangan
sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah
dan persampahan.

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja
bidang cipta karya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan
pelaksanaan anggaran lingkup keciptakaryaan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;

e. dihapus;

f. dihapus;

g. dihapus; dan



3.

(1)

(2)

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam dalam BAB III diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 11

Bidang tata ruang dan bina konstruksi mempuyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
dibidang penataan ruang dan bina konstruksi yang
meliputi merencanakan, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
tata ruang dan bina konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bidang tata ruang dan bina konstruksi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang tata
ruang dan bina kontruksi;

b. penyusunan program dan rencana kerja bidang tata
ruang dan bina konstruksi;

c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum bidang
tata ruang dan bina konstruksi;

d. pembinaan, pengawasan pelaksanaan pembangunan
di bidang tata ruang;

e. pengumpulan data sebagai bahan perumusan
kebijakan  teknis penyelenggaraan  pembinaan,
pengawasan dan pengendalian penataan ruang;

f. pengoordinasian, penyelenggaraan penataan dan
pemanfaatan ruang;

g. pelaksanaan pembinaan teknis dan sosialisasi di
bidang tata ruang dan bina konstruksi;

h. penyusunan laporan dan  evaluasi kegiatan
penyelenggaraan bidang tata ruang dan Dbina
konstruksi;

1. perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan

pembinaan tata ruang; ,

pelaksanaan kegiatan pembinaan bina konstruksi;

penyelenggaraan sistem informasi bina konstruksi,
pemantauan dan evaluasi pembinaan bina konstruksi
baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta
untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan bina
konstruksi; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal II

. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan

melaksanakan ftugas sampai dengan ditetapkannya
pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.



2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1} April 2025

WAL })(OTWHLUNTO,

R NDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal I} April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

&

EZEDRIN ZAIN
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR IY




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum Sub Bag
dan K ; Keuangan, Program
Gl e dan Pelaporan
[ 1
BIDANG SUMBER BIDANG BINA BIDANG CIPTA RUE:&))(;NDG A? g[AN A
DAYA AIR MARGA KARYA KONTRUKSI
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
DAN/ATAU DAN/ATAU DAN/ATAU DAN/ATAU
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
UPTD

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

e

R DA PUTRA



